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Perdagangan Berjangka dilakukan di Bursa Berjangka yang memperdagangkan Kontrak Berjangka berbagai
Komiditi. Duafungs penting Perdagangan Berjangka adalah mengelola risiko dan menciptakan harga
forward. Perdagangan berjangka sebagai infrastruktur perdagangan moderen banyak digunakan pengusaha
untuk melindungi bisnisnyadari risiko fluktuasi harga yang melekat dalam kegiatan usahanya. Dalam
menjamin agar kegiatan di Pasar Berjangka terhindar dari berbagai bentuk penipuan atau kecurangan,
diperlukan aturan main yang lengkap dan jelas. Sumber-sumber hukum untuk Perdagangan Berjangka
Komoditi di Indonesia adalah Undang-Undang No.32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka
Komoditi dan Peraturan Pemerintah N0.9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka
Komoditi dan Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang
Perdagangan Berjangka Komoditi. Landasan yuridis lainnya adalah berbagai Keppres dan SK Ketua
BAPPEBTI serta berbagai Surat Edaran (juklak) yang dikeluarkan sebagai petunjuk dari undang-undang
yang ada.

Dalam usaha untuk melindungi para pemain di Perdagangan Berjangka dan mendukung perkembangan
BursaBerjangka di Indonesia, beberapa pasal dalam Undang-Undang No0.32 Tahun 1997 perlu direvisi dan
disesuaikan seperti Pasal 1 butir 2 dan butir 3 tentang Ketentuan Umum Komoditi dan Kontrak Berjangka,
Pasal 3 tentang Persetujuan atas Komoditi yang dapat dijadikan subjek Kontrak Berjangka, Pasal 52 ayat (2)
tentang Pelaksanaan Perdagangan Berjangka, Pasal 61 tentang Penyelesaian Perselisihan serta SK Kepala
BAPPEBTI No.31 tentang Penyaluran Amanat Nasabah ke Bursa Luar Negeri, dan SK Kepala BAPPEBTI
No.2 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka.

Dalam memasuki era globalisasi,Perdagangan Berjangka Komoditi akan menghadapi tantangan serius di
bidang penegakan hukum, kerangka kerja dan sistem monitoring dan pengawasan yang semakin efektif.
Dengan demikian, perlu diciptakan sistem hukum yang mengacu pada praktek Perdagangan Berjangka
dunia.
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